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PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HKEPALA DESA WONOHARJO

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomeor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa bahwa Seluruh pendapatan Desa diterima
dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya
ditetapkan dalam APB Desa;
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDesa Perubahan)
Tahun 2022 telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyvawaratan Desa; -
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Desa  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes Perubahan] menjadi Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes
Perubahan) Desa Tahun Anggaran 2022,
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentahg Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemermtah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentaﬁg Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

5. Undang-undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tenlang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 [Covid-19) dan/fatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja 3ama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611});

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme¢ Pengambilan Keputusan
Musayawarah Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Mentenn Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayanan Masyarakat Desa;
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Protokel Normal Baru Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64];
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penangrulangan Kemiskinan ([Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93},

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelen Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah fNomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus
Utamaan Gender :

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan
Desa; .

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
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Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 90)

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
tahun 2018 Nomor 67,

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Tekhnis Perencanasn Pembangunan Desa Dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa” Di Kabupaten
Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor
83);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang
alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak
daerah dan retribusi dacrah kepada desa di kabupaten kebumen
tahun 2022

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang
analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen
tahun anggaran 2023 -

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen
tahun 2023

Peraturan Desa Wonoharjo MNomor 4 Tahun 2017, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo
(Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4 );

Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018, tentang
Pungutan Desa; .

Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-
2025;

Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022,
(Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12 ).

Dengan Kescpakatan Bersama -

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOHARJO

dan
KEPALA DESA WONOHARJO

MEMUTUSEAN
PERATURAN DESA WONOHARJO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pagal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anpggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

'a. | Pendapatan
1. Semula Rp 2.600,083,100,-
2. Bertambah /Berlmirang Rp 428.822.900,-
Jumlah Pendapatan Setelah Rp 3.028.906.000,-
Perubahan

b. | Belanja Desa
1. Semula




a. Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Rp

737.847.768. -

b. Bidang Pembangunan

1.205.194.981 -

c. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Rp

18.228.000,-

d. Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

Rp

111.066.800,-

e, Bidang
Penanggulangan
bencana, darurat dan
mendesak desa

JUMLAH TOTAL
SURPLUS/DEVISIT

2. Setelah Perubahan

a. Bidang

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Rp

710.506.925,-

2.782.844.474,-
1::;?5 1 1-314.'

 7B9.158.168, -

b. Bidang Pembangunan

1.224.739.406,-

c. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

75.008,600,-

d. Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

199.695.350,-

e, Bidang
penanggulangan
bencana, darurat dan
mendesak desa

| JUMLAH TOTAL

SURPLUS/DEVISIT

Rp

Rp

(Rp

822.069.850,-

3.210.671.374,-

181.765.374,-)

| e, lemn

1. Penerimaan
Pembiayaan

| a. Semula

' b. Bertambah /
Berkurang

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan

Rp
Rp

Rp

© 182.761.374,-
4004004,-

186.765.378,-

| 2. Pengeluaran
Pembiayaan

' a. SBemula

b. Bertambah/|{Berkura

ng)
Jumlah Pengeluaran
Pemblayaan setelah
Perubahan
JUMLAH PEMBIAYAAN
SETELAH PERUBAHAN

| SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAN ANGGARAN

Rp
Rp

Rp

0,-
E.m-tmh'

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai

Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,




Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara
Kesepakatan Bersama dan Berita Acara Musyawarah Desa,
sebagaimana tercantum dalam lampiran [, Lampiran II,
Lampiran [, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan
Lampiran VI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau
Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa
ini,

Pasal 4
Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa
wonoharjo,

Ditetapkan di Desa Wonoharjo
pada tanggal 28 September 2022

Diundangkan di Wonoharjo
Pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DESA WONOHARJO

TURYANTO
LEMBARAN DESA WONOHAR.JO TAHUN 2021
NOMOR 3




-

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA WONOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .

DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE

KABUPATEN KEBUMEN

e ———"“"“"“"“°"“"°}

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA WONOHARJOKECAMATAN ROWOKELE

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN AGGARAN PENDAPATAN

Memnimmbang

Mengingat

DAN EELANJA DESA
DESA WONOHAR.JO

KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN

a5 :

TAHUN 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

bahwa Desa sebagal kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri,
dalam ranglka melaksanakan tugas programnya harus disusun
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa guna merealisasikan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasil guna sesuai
dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan
Nasional perlu mengatur dan menetapkan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu

menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati
oleh BPD) bersama dengan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
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183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398); ”
Undang-undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuvangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yvang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nowmnor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan D[Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 2091);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasvarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Tekneologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Desa; -

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musvawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masvarakat Desa;
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Protokol Normal Baru Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penangpulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus

Utamaan Gender ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka hléneng.h Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten




Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan
Desa;

36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 90)

37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
tahun 2018 Nomor 67

38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten
Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor
835);

39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang
alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten kebumen
tahun 2022

40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang
analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen
tahun anggaran 2023

41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen
tahun 2023

42, Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo
(Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4 );

43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor & Tahun 2018, tentang
Pungutan Desa;

46. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahum 2019, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-
2025;

47. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
(Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomeor 12 ..

Memperhatikan : 1. Keputusan badan permusyawaratan desa wonoharjo
nomor 01 tahun 2019 tangegal mel 2019 tentang
peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa.

2. Hasil rapat paripurma badan permusyawaratan desa
wonoharjo nomor 3 tahun 2023 tanggal 1 september
2022,

3. Hasil rapat perumus badan permusyawaratan desa
wonoharjo tanggal 10 september 2022,

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Angparan Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahanij
Tahun Anggaran 2022 Desa Wonoharjo Hecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen Untuk Di Tetapkan Menjadi Peraturan Desa.
KEDUA :Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2022




Pendapatan

darurat dan mendesak desa

1. Semula Rp 2.600.083.100,.-
2. Bertambah /Berkurang Rp 428.822.900,-
Jumlah Pendapatan Setelah Rp 3.028.906.000,-
Perubahan .
b. Belanje Desa |
|5 3. Bemula -
a. Bidang Penyelenggaraan REp T37.847.768,-
Pemerintahan Desa,
b. Bidang Pembangunan Ep 1.205.194.981,-
¢. Bidang Pembinaan Rp 18.228.000,-
Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Rp 111.066.800,-
_Masyarakat —— .
e. Bidang Penanggulangan | Rp 710.506.925,-
bencana, darurat dan
mendesak desa
JUMLAH TOTAL |
SURPLUS/DEVISIT Rp 2.782.844.474,-
Rp 182.761.374,-
4. Setelah Perubahan
a. Bidang Penyelenggaraan | Rp 4 789.158.168,-
s 7 Pemerintahan Desa.
b. Bidang Pembangunan Rp 1.324.739.406,-
¢. Bidang Pembinaan | Rp 75.008.600,-
Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan | Rp  199.695.350,-
Masvaralat
¢. Bidang penanggulangan bencana, | Kp £22.069.850,-

JUMLAH TOTAL
SURPLUS/DEVISIT
|Rp 3.210.671.374,-
[_ | (Rp  181.765.374,-)
'e. | Pembiayaan |
' 3. Penerimaan Pembiayaan _
a. Semula Rp 182.761.374,-
b. Bertambah /[ Berkurang Rp 4004004, -
Jumlah Penerimaan Setelah -
Perubahan Rp 186.765.378,-
Pengeluaran Pembiayaan
. Emﬂh RF u.'
b. Bertambah/|Berkurang) Rp 5.000.000,-
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah Perubahan
JUMLAH PEMBIAYAAN SETELAH
PERUBAHAN Rp 5.000.000,-
SISA LEBIHHKURANG PEMBIAYAN Rp 5.000.000,-
ANGGARAN
MRl i .- - 4,-




» Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. _

Digsepakati di: Wonoharjo
Pada Tanggal: 28 September 2022




LAMPIRAN III

PERATURAN DESAWONOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022,

Eranal AN BERS
Nomor : 910/ 3 JIX/2022
Nomor : 2 /BPD-WONOHARJO/IX /2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BFD
DESA WONOHARJO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN
BELANJA DESA (APB Desa Perubahan) TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Saiu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. sR1 BUDI MURNIANTO : Kepala Desa Wonoharjo dalam hal imi
bertindak untuk dan atas nama pemerintah
Desa Wonoharjo selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

2. MISNO, 5.Pd. M.Pd - Ketua BFD Desa Wonoharjo dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Wonoharjo selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA -

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan] Tahun Anggaran 2022
vang telah digjukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan
schagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita Acara ini.

2. FPIHAK KESATU dapat menenma dengan baik penyesuaian dan perubahan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa
Perubahan) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir dalam Berita Acara ini.

3. PIHAK KESATU aokan menyelesaikan perubahan dan korsksi Terhadap
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan)
Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Bernta Acara imi
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda
tangani Berita Acara ini,

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

HEPALA DESA
WONOHA I,




PERATURAN DESA WONOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN-DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPFD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAFATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari in1 Senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh
dua, bertempat di balai desa wonoharjo, kecamatan rowokele kabupaten kebumen
dengan dihadiri oleh ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, kepala
desa dan perangkat desa serta tokoh masyarakat, tokeh agama, serta lembaga
desa dalam rangka membahas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja desa tahun anggaran 2022.

Dalam rapal tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenail pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2022 dengan
rincian sebagai berikut

N APBDes AFBDes P | Keteranga
o Nama Kegiatan 2022 20232 n
A | BIDANG PENYELENGCGARAN PEMERINTAHAN |
DESA . ¥ .
Penyedizan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Berubah
1 | Kepala Desa 36.000.000 | 36.660.000
Penyedizan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Berubah
2 | Perangkat Desa A5T7.200.00 | ‘351.205.00
e | 0 o
Penyediaan Jaminan SBosial bagi Kepala Desa Berubah
3 | dan Pernngkat Desa 25.159.680 | 23.769.720
Penyediann Operasional Pemerintah Desa (AT, Berubah
4 | Honor PKPKD dan PPKD dll) 66,266.732 | 48,430,340
| | Penyediaan Tunjangan BPD s g 2 Tetap
5 20,037,600 | 20.037.600 |
Penvediann Operasionnl BPD [rapat, ATE, | Tetap
5 | Makan Minum, Pakeian Seragam, Listrik dll) 4998000 4,998,000
Penyediaan Insentif/ Operasional BT/ RW | Tetap
T 18:525.000 | 1B.525.000
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Berubah
8 | Perkantoran/Pemerintahan 18.530.798 | 32.819.429
Pemeliharaan Gedung/Pragarans Kantor Desa Berubah
9 12.004.000 | 16.891.700
Penyusunan, Pendatean, dan Pemutakhiran Berubah
1 | Profil Desa [Dipilih) 38.060.500 | 43.591.050
o
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Berubah
1 | Partisipatil 47.589.200 | 51,459,800
1
Penvelenggaraan Musvawarah Perencanians Berubah
1 | Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 20.795.300 | 40.0471.900
2




Pemyusunan Dokumen Perencanaan Desa Berubah
1 | (RPUMDesa/RKPDesa dii] 31.657.900 | 32.684.400
3
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Y. | Berubah
1 | Informaasi Kepada Masyarakat 10.428.000 | 10.228.000
4
Pengembangan Sistem Informasi Desa Berabah
| 10.528.400 | 25.898.400
]
Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Berubah
1 | Pemberhentian Perangkat Desa 1000 G50 | 31, 317 829
&
B | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyvelenggaran Berubah
1 | PAUD/TK/TPA/TEA/TPQ /Madrasah NonFormal 21.800.000 | 42.950.000
Milik Desa (Honor, Pakaian dil) i
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penga Berubah
2 | daan Sarana/Prasarana/Alat Peraga  PALUD/ 2,000,000
TH/TPA/THA TP/
Penyelenggaraan Poayandu (Mkn Tambahan, Kls Berubkah
32 | Bumil, Lamsia, Insentif) 29,300,000 | 89.460.000
Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan/ Penga " Berubah
4 | daan Ssrana/Pragarana Posvandu/ Polindes /PKD = | 17,683,000
L1
Fasilitasi Kelompok Haajrmkat-!z':a'ﬁji. . Berubah
5 | Kesehatnn [WPA [ O8IB/ Desa Siaga /Germas/dll) 8.273.000 | 2R.035.000
Pemeliharasn Jalan Desa Berubah
B 145.000.00 | 245.000.00
1] L]
Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan [ Penger - Berubah
7 | asan Jalan Desa 5920.871.23 | ST0.419.63
0 1]
Pembangunan Perbaikan / Pengelolaan Berubah
8 | Bendungnn skala kecil/ Embung Deaa 273.500.00 | 178.500.00
] L]
Dukungan Pelaksanaan Program Berubah
9 | Pembangunan /Rzhab Bumah Tidak Layak Huni TE.TAT.150 | 64.000.000
GAKIN
Pembangunan; Rehabilitasi/ Peningkatan Berubah
1 | Sanitasi Permukiman | Jambanisasi | 35.001.825 ¥
O
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Tetap
1 | Barana dan Prasarana Pariwisata Milil (Dipiiih) 83.681.776 | RA.6B1.7TT6
1
C | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap bencana Berubah
| | Bkala Lokal Desa - 3.200.000
Penyediann Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Berubah
2 | Lokal Desa - | 15096400
Penvelenggaraan Festival Berubah
3 | Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan - | 31.837.000
Pembinaan PEK Berubah
4 13.228.000 | 13.228.000
Penyediaan operasional untuk Rader Berubah
5 | pemberdayaan masyarakat desa 5.000.000 | 11.647.200




D | BIDANG FEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Peningkatan Produlkesi Peternakan Berubah
1 Latd, 31.066.800 | 10.666.800
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa Berubah
2 | (Lumbung Desa dll) - | 104 682.80
0
Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit / Tetap
3 | Pakan/dst) 80.000.000 | 80.000.000
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Tetap
. 4.345.7560 | 4.345.750
E | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK DESA z
Kegiatan Penanggulanan Bencana Berubah
1 15080205 | 23.269.850
Penanganan keadaan Darseat ‘_ﬁemhﬂh
2 115.826.72 | 50.000.000
=g 0
Penanganan Keadaan Mendesak Berubah
3 579.600.00 | T48.800.00
0 §]

1. Menyepakati Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas Rencana Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2(]22 selaras dengan
penyesuaian dan perubahan scbagimana catatan berikut ;

...............................................................................................................

Demikian Berita Acara Rapat Badan Pnrmusyaﬁmt&n Desa ini dlhuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOHARJO

1. Ketua / Anggota : Misno,5.Pd. .M. Pd

2. Wakil Ketua/Anggota : Suparno

3. Sekretans [/ Anggota  : Sarifatun Khasanah

4. Anggota : Kasiman

5. Anggota : Aan Kusno

6. Anggota : Choerudin Tohir

7. Anggota : Rohiman

8. Anggota : Maman Sakiman

9. Anggota : Agus Turohman BT i




LAMPIRAN V

PERATURAN DESAWONOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WONOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGARAN 2022
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa WONOHARJO
Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam 1 13.00 WIB s/d Seleaai
Tempat : Balai Desa Wonoharjo

Telah diadakan acara musyawarah Desa vang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD. Lembaga Desa, Tokoh Masvarakat, Tokoh Agama,
Keterwakilan unsur perempuan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Maten yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
Pencermatan APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 Kriteria dan
verifikasi APB Dega Perubahan Tahun Anggaran 2022 meliputi :
1. Pendapatan Asli Desa
2. Pendapatan Transfer :
a. Dana Desa '
b. Bagi Hasil Pajak
c. Bagi Hasil Retribusi
d. Alokasi Dana Desa
e, Bantuan Provinsi
. Bantuan Kabupaten
3. Belanja Desa
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah . PISNO. S.8d. 0284
Notulen s RARERTUN eHASALAH o
Narasumber 1. 018000 BOTI MOSEOHO s
2. S8 BUDL  PNUBSIBRAR | e
3. Jawe  Haerano

e T e e e T T L '

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah Desa menycpakati beberapa hal vang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan APB Desa

Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp. 2.600.083,100,- setelah
Perubahan Rp 3.028.906.000, -

2. Belanja Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 2.782.844.474,- setelah
perubahan Rp 3.210.671.374,-

3. Devisit sebelum perubahan sebesar Rp 182.761.374,- scielah perubahan
dewvisit Rp -181.765.374,-

4. Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp -182.761.374,- setelah perubahan
Rp 18B6.765.378,-




5. Kegiatan Belanja Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.

Wonocharjo, 28 September 2032

=pALA DESA
SONOHARJO

Wakil KE! ok Masyvarakat
7
|.___ -

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No | Nama Alamat Tanda Tangan Ket.
s
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5 e )i /}“ |\ M Tokoh Masyarakat
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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE

DESA WONOHARIO

fl. Wonoharjo Km. 1 Kode Pos 54372

DAFTAR HADIR
Harl / Tanggal :Rabu /28 September 2022 -
Acara - Musyawarah Penstapan APBDesa Perubahan
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DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDesa PERUBAHAN TAHUN 2022
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FPEMERINTAH KABUFPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
JIn. Raya Jatifafur KM. 7 Telepon (0287) 4760798 Deaa Rowokele
HODE POS B4472

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 142 /7178 /KEP /2022

TENTANG

HASIL EVALUAS]I RANCANGAN PERATURAN DESA WONOHARJO TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN DESA
WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

CAMAT ROWOKELE,

a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun
2022 perlu di evaluasi agar sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum
dan Peraturan Desa lainnva;

bahwa sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negen
nomor 20 Tahun 2018, Bupati/Wali Kota dapat
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
AFB Desa kepada camat atau sebutan lain.

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat
Rowokele tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Perubahan Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Tahun
Anggaran 2022,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Npmor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia 5495);

Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Ranghka Menghadapi
Ancaman vang Membahayvakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6
Tehun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);




10.

i1,

12.

13,

14,

15,

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5558|, sebagaiman telah diubah telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negpara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional {PEN);

FPeraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Takun 2014 Nomor 2109);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); -

Peraturan Lemnbaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019
tentang Fembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54):

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan FPerangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 51});

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Pernberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22),

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);




Menetaphkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KETIGA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
Bupati Kebumen;

MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan
Degsa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Camat Rowokele
Kabupaten Kebumen ini berupa Lembar Evaluasi APB Desa
Perubahan.

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar
melakukan penyvempumaan paling lama 20 {dua puluh) han
kerja terhitung sejak diterimanyva hasil evaluasi dan Kepala Desa
menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan
Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Tahun 2022 sebagaf
peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Perubahan kepada Bupati / Wali Kota paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Kepala Desa menvampaikan informasi mengenai APB Desa
Perubahan kepada masyarakat meialui= media informasi,
informasi paling sedikit memuat : APB Desa Perubahan,
pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegiatan dan alamat pengaduan.

: Keputusan im1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Rowokele
Pada tanggal : &b September 2022,

CA ROWOKELE

Inspekiur Kabupaten Kebumen;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen;

. Kepala Desa Wonoharjo;

1.
2.
<,
4. Kepala Bagian Hulkum Setda I{abUpamn Kebumen;
5
6

, Tim Evaluasi yang bersangkutan.




Keterangan :
RAPERDES TENTANG RANCANGAN APBDesa Tahun 2022 DEEP. WONOHARJO
YANG PERLU DIPERBAIKI ;
1. Pada Perdes
- MENGINGAT :
1. Tahun 2021 secharusnya 2022
Untuk Konsideran Pada Perdes :
1. Nomor 4, 38, rapihkan (Nomor tidak boleh dalam baris sendiri]
2, Nomor 3, 36 jadikan 1 halaman
3. Nomor 33, 37, 39, 40, 41 lengkapi/perbaiki
2. HKeputusan BFD
-  Judul
1. Tahun 2021 seharusnya 2022
3. BA Kesepakatan Kades dan BFD
- Judul
2. Tahun 2021 seharusnya 2022
4. Perkades Penjabaran APBDes Perubahan 2022
- Belum melampirkan

RKAF YANG PERLU DIPERBAIKI :

1. Dalam rangka pendirian BUMDESMA Kecamatan Rowokele agar diangarkan
dalam Perubahan APBDes 2022 Penyertaan Modal EUMDEEMA sejumlah Ep.
5.000.000,-.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN
ANGGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (RAPBDesa
PERUBAHAN) TAHUN 2022 KECAMATAN ROWOKELE

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L DALAM TIM
1
1. | Drs. DRAJAT TRIWIBOWO Ketua | 1.
2. | WIDODO ESTI NUGROHO, A.Md. Sekretaris |
(3
3. | MUKTI ALWI, SH. | Anggota 3. .........]
4. | ADMINAH, 5M Anggota

Rowokele, ZhSeptember 2022,
Sekretaris

Penata Mufla Tk. |
NIP. 19740530 200903 1 003
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